
 





 



 



ABSTRACT 

 

CICI SABU.  E1119126.  THE EFFECT OF BUDGETARY ACCOUNTABILITY ON THE 

PERFORMANCE ACCOUNTABILITY AT THE REGIONAL FINANCE AGENCY OF 

POHUWATO REGENCY 

 

The study aims to determine to what extent the effect of Budgetary Accountability on 

Performance Accountability at the Regional Finance Agency of Pohuwato Regency. The method 

used in this study is a survey research approach.  It employs a questionnaire with a simple 

regression analysis tool. The results of this study indicate that budgetary accountability (X) has 

a positive and significant effect on performance accountability at the Regional Finance Agency 

of Pohuwato Regency. 

 

Keywords: budget accountability, performance accountability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

 

CICI SABU. E1119126. PENGARUH PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN 

TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN POHUWATO  

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh Pertanggungjawaban 

Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu melalui pendekatan penelitian survey 

dengan menggunakan kuesioner dengan alat analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggaran (X) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Kata kunci: pertanggungjawaban anggaran, akuntabilitas kinerja 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, 

pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Sasaran pertanggung 

jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan 

BPKP, 2000).Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan 

sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan 

efektif atau belum.Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan 

perspektif sistem akuntabilitas. 

Akuntanbilitas bisa dimengerti didalam hubungan antara atasan dengan karyawannya 

dimana atasan memiliki kepentingan guna melakukan penilaian kualitas kinerja pegawainnya. 

Menurut Mahsun (2013:99),bahwa ada 4 tahapan yang utama yang bisa diidentifikasi didalam 

sebuah proses akuntabilitas yaitu : 

a. Fungsi akuntansi ataupun pelaporan, ini merupakan kewajiban didalam sebuah 

pertanggungjawaban. 

b. Penginvestigasian atau pencarian informasi 

c. verifikasi atau proses penilaian. 

d. pengarahan atau pengendalian. 

 

Penerapan anggaran diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 

tentang pelaksanaan anggaran yang berbasis yang kemudian diperbaharui menjadi Permendagri 
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No. 59 Tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sebuah anggran yang 

berbasis kinerja digunakan sebagai suatu jawaban yang dipakai sebagai alat didalam 

melakukan pengukuran akuntabilitas dari kinerja pemerintah.penyusunan yang anggaran 

dengan basis ini memiliki tujuan agar bisa mengembangkan efesiensi pengalokasian sumber 

daya serta efektifitas pemanfaatannya yang sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah 

diataur oleh pemerintah. 

Anggaran memiliki fungsi, antara lain anggaran sebagai alat perencanaan, alat 

pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi, dan komunikasi, alat penilaian 

kerja, alat pemotivasi, dan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Proses partisipasi dalam 

penyusunan anggaran pemerintah yaitu: publik pertemuan, kelompok fokus, simulasi, komite, 

dan survei, mengingat begitu pentingnya anggaran, maka perlu dilakukan penyusunan anggaran 

yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah sebagai organisasi publik.   

Anggaran harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil 

dan perhatian masyarakat dari kegiatan atau proyek yang anggarannya disediakan. Anggota 

masyarakat memiliki hak dan akses yang sama terhadap pengetahuan tentang proses 

penganggaran, karena berkaitan dengan keinginan dan kepentingan masyarakat, terutama untuk 

memenuhi kebutuhan penting masyarakat. Warga negara juga memiliki hak untuk menuntut 

tanggung jawab atas perencanaan atau pelaksanaan anggaran. 

Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan menyebutkan bahwa akuntabilitas 

merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang 

diupayakan di Indonesia, anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat 

perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas 

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program- program yang dibiayai dengan uang publik. 
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Anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari 

dibelanjakannya dana publik tersebut sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran 

mengenai kinerja instansi pemerintah. Penganggaran publik merupakan salah satu bidang 

tertentu bahwa pemerintah memberikan perhatian dalam rangka untuk menanggapi perubahan 

dunia. Untuk melakukan hal ini, pemerintah sedang berusaha untuk memberikan informasi yang 

handal dan lengkap untuk anggaran dan pembuat kebijakan sama sehingga pilihan anggaran 

substantif dapat dibuat.  

Beberapa penelitian yang ada sebelumnya terkait anggaran berbasis kinerja diantaranya 

: 

Lestari Indah Puji (2014), dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Anggaran 

Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Survei Pada Dinas SKPD Pemerintah 

Kota Bandung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana performance-

based budgeting mempengaruhi akuntabilitas Pemerintah Kota Bandung. Populasi dalam survei 

ini adalah 13 kantor SKPD Pemerintah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan “one-to-one” antara satu 

variabel atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya.. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan performance budgeting dan akuntabilitas 

dilaksanakan secara penuh oleh Kanwil di Kota Bandung, dan performance budgeting 

berpengaruh positif sebesar 2,125 dan signifikan 0,038. tentang tanggung jawab atas pekerjaan 

badan-badan negara.  

Anggie Veronisa Claura dkk.2015 dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten BengkalisBerdasarkan hasil penelitian dapat 
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disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan pelaksanaan pertanggungjawabannya 

dilaksanakan sepenuhnya oleh Pokja Perangkat Daerah Kabupaten Benkalis dan Anggaran 

Kinerja.. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah focus pada akuntabilitas 

kinerja, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mempersempit cakupan penelitian hanya 

pada pertanggungjawaban anggaran. 

Berdasakan uraian latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti 

berkeinginan untuk melakukan penelitian di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten 

Pohuwato dengan judul penelitian, ”Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap 

Akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka masalah penelitianyang 

diangkatdalampenelitian inidirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh 

Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pohuwato”. 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian 

Maksud penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerahadalah untuk 

mendapatkan data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, terutama data 

primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dengan menyebarkan kuisioner 

kepada responden. 
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1.3.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian yang dilakukan adalah : ” Untuk mengetahui besarnya pengaruh 

Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pohuwato”. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk: 

1. Praktisi; yaitu sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

2. Akademisi; sebagai tambahan literatur atau bahan bacaan baik dosen maupun mahasiswa 

yang ingin mengetahui tentang penerapan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari 

pelaporan/pertanggungjawaban dan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya. 

3. Peneliti; sebagai pembuktian teori-teori yang diperoleh dari bangku  kuliah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Konsep Anggaran  

Sebuah alat bantu yang digunakan oleh pihak manajemen didalam menjalankan tugasnya 

yang terutama didalam melakukan sebuah perencanaan dan pengendalian disebut anggaran. 

Jumlah sebuah anggaran itu tergantung dari suatu perencanaan serta pengendalian anggarannya, 

jika terjadi suatu penyimpangan didalam melaksankan anggaran yang disebabkan oleh tinnginya 

penetapan anggaran, maka dibutuhkan sebuah cara guna melakukan pengendalian yang bisa 

dilakukan dengancara melakukan peninjauan kembali hasil penetapan anggaran yang 

sebelumnya sehingga didalam proses pelaksanaan bisa diwujudkan dengan baik dan bisa 

digunakan sebagai suatu tolak ukur suatu perusahaan didalam melakukan perencanaan serta 

pengendalian dari suatu anggaran, sehingga diperiode selanjutnya bisa dijadikan sebagai suatu 

perbaikan yang positif. Anggaran juga bisa dikatan sebagai suatu alat bantu untuk perusahaan 

didalam memperoleh tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan produksi 

baik itu berupa barang maupun jasa yang kemudian dijual kembali kepada para konsumen 

sehingga perusahaan bisa memperoleh pendapatan yang lebih optimal. 

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai anggaran yaitu menurut M. Nafarin 

(2007:9), berpendapat bahwa anggaran merupakan sebuah perencanaan mengenai keuangan 

periodic yang disusun sesuia dengan program yang sudah disahkan. Anggaran yaitu sebuah 

perencanaan kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang bisa diguanakan dalam melakukan 

pengukuran satuan moneter standar serta satuan ukuran yang lain dengan jangka waktu 1 tahun. 

 Sedangkan menurut Darsono dan Ari Purwanti (2008:1), berpendapat bahwa ada 

berbagai jenis arti mengenai anggaran yaitu sebagai berikut : 
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1) Anggaran atau biasa disebut budget yaitu sebuah perencanaan yang meliputi proses 

perencanaan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan pemakaian bahan baku, 

perencanaan tenaka kerja langsung, perencanaan biaya tak terduga, perencanaan biaya 

pemasaran, perencanaan biaya umum serta administrasi dan seterusnya,  Modal ini pada 

dasarnya dikatakan sebagai suatu anggaran yang memiliki skala yang lengkap ataupun 

master budget. 

2) Anggaran merupakan suatu sistem yang terdiri 3 lapisan yaitu 

 dari sistem inti yaitu sasaran keuntungan 

 subsistem penunjang yaitu berbagai jenis kegiatan didalam membantu kelancaran kerja 

dari sistem inti seperti struktur organisasi, analisis data, administrasi, nilai-nilai standard 

serta lainnya. 

 subsitem lingkungan yaitu lingkungan dari luar organisasi seperti ekonomi, social, 

politik, budaya serta lain sebagainya yang bisa berdampak dalam melaksankaan 

pekerjaan disuatu sistem organisasi. 

3) Anggaran terdiri dari anggaran disik dan anngaran keuangan. Anggaran yang normal disebut 

dengan perencanaan kinerja yang dicantumkan secara tertulis dengan bentuk nilai-nilai 

keuangan, normal yaitu suatu hal yang lazim. 

4) Anggaran dianggap sebagai suatu hal yang otonom, hal ini dikarenakan ia memiliki target 

dan cara kerja tersendiri yang merupakan 1 kebulatan yang memiliki perbedaan dengan 

target cara kerja dari sistem ini yang ada didalam perusahaan : anggaran yang juga disebut 

sebgai susistem. 
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5) Anggaran bisa dikatakan sebagai suatu sistem yang mempunyai nilai khusus tersendiri 

ataupun sebagai suatu sub-sistem yang membutuhkan hubungan dengan sub-sistem lainnya 

yang berada didalam sebuah organisasi ataupun  perususahaan. 

6) Anggaran merupakan sebuah rencana mengenai suatu aktivitas diperusahaan yang 

mencangkup berbagai aktivitas-aktivitas operasioanl yang memiliki keterkaitan serta saling 

memberikan pengaruh antara satu dengan lainnya sebagai suatu acuan didalam mencapai 

suatu tujuan serta target didalam sebuah organisasi yang pada umumnya disusun secara 

tertulis. 

7) Anggaran merupakan sebuah perencanaan laba strategis janhka panjang, didalam 

perencanaan taktis laba jangka pendek; sebuah sistem akuntansi yang berdasarkan tanggung 

jawab; sebuah pemakaian prinsi[ pengecualian yang memiliki hubungan, sebagai suatu alat 

guna mencapai tujuan serta target disebuah organisasi. 

Dari penjelasan diatas mengenai anggaran, maka bisa disimpulkan bahwa anggaran 

adalah sebuah perencanaan manajemen tentang perolehan serta pemanfaatan sumber daya 

diperusahaan yang dinyatakan secara formal serta rinci didalam bentuk kuantitas dan 

didalam sebuah periode tertentu. 

 

 

 

2.1.1. Fungsi Anggaran 

Munandar (2000 :10), berpendapat bahwa terdapat beberapa fungsi dari anggaran 

antara lain: 

1) Sebagai alat dalam mengkoordinasi kerja 
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Fungsi anggaran yaitu sebagai suatu alat didalam mengkoordinasi kerja supaya seluruh 

bagian yang terdapat didalam suatu perusahaan harus bisa saling menunjang, saling kerja 

sama dengan pihak manajemen guna memperoleh target yang sudah dtentukan sehingga 

dengan begitu jalannya perusahaan bisa lebih lancer dan terjamin. 

2) Sebagai sebuah acuan dalam bekerja 

Pada fungsi ini anggaran bisa mengaragkan serta bisa memberikan target-target yang 

wajib untuk dicapai oleh aktifitas-aktifitas diperusahaan diwaktu yang akan datang. 

3) Sebagai alat dalam pengawasan kerja 

Pada fungsi ini anggaran digunakan sebagai alat tolak ukur, alat didalam membandingkan 

evaluasi penerapkan kegiatan diperusahaan dengan membandingkan apa yang sudah 

dicantumkan didalam suatu anggaran dengan apa yang sudah diperoleh  untuk 

pelaksanaan kerja perusahaan. Hal ini memiliki manfaat didalam melakukan penyusunan 

rencana kedepannya dengan lebih matang serta lebih akurat. 

 

 

 

2.1.2. Karakteristik Anggaran 

Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2000:1), berpendapat  bahwa ada 7 karakteristik 

anggaran, yaitu sebagai berikut : 

1) Pada umumnya meliputi waktu dengan jangka waktu 1 tahun. 

2) Anggaran dapat memperkirakan laba yang memiliki potensi yang berasal dari unit usaha. 

3) Dinyatakan didalam unit moneter, walauun total moneter bisa saja didukung dengan total 

non moneter. 
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4) Suatu perjanjian manajemen yang menyatakan bahwa pihak manajer bersedia untuk 

mempertanggungjawabkan didalam mencapai tujuan dari anggaran. 

5) Usulan anggaran diperiksa serta disetujui oleh pihak yang memiliki jabtan lebih tinggi 

daripada pembuat anggaran. 

6) Perubahan suatau anggaran hanya bisa dilakukan disaat-saat tertentu saja. 

7) Secara bertahap kinerja keuangan actual dibanding dengan anggaran serta perbedaan yang 

dianalisis serta dijelaskan.  

Melalui penjelasan diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya anggaran 

umumnya mencangkup jangka waktu satu tahun yang digambarkan kedalam satuan keuangan 

serta satuan lain diluar keuangan.Selain itu, anggaran komitmen manajemen yang bermakna 

bahwa semua manajer sudah sepakat didalam menerima tanggung jawab agar bisa mencapai 

target yang sudah ditetapkan didalam suatu anggaran. 

 

2.1.3. Tujuan dan Manfaat Anggaran 

Menurut M. Nafarin (2007:19), berpendapat bahwa terdapat enam tujuan dari 

pembuatan suatu anggaran, yaitu : 

1. Menampung seta menganalisis dan memutuskan setiap usulan yang memiliki keterkaitan 

dengan keuangan. 

2. Sebagai alat penyempurnaan rencana yang sudah disusun hal ini dikarenakan dengan adanya 

suatu anggaran bisa menjadi lebih jelas serta nyata terlihat. 

3. Dapai dipakai sebagai suatu landasan yuridis formal didalammelakukan pemilihan sumber 

serta penanaman modal. 

4. membuat pembatasan jumlah dana yang dicari serta digunakan. 
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5. melakukan perincian terhadap jenis-jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penanaman 

modalnya, sehingga bisa memudahkan kegiatan pengawasan. 

6. Merasionalkan sumber serta penanaman dana supaya bisa mencapai hasil semaksimal 

mungkin. 

M. Nafarin (2007:19), berpendapat bahwa terdapat 6 manfaat dari suatu anggaran, 

yaitu : 

1. Bisa memotivasi pegawai. 

2. Bisa dipakai sebagai suatu alat didalam menilai kekurangan dan kelebihan dari pegawai. 

3. Menghindar dari pemborosan serta pembayaran yang tidak terlalu diperlukan. 

4. Menciptakan tanggung jawab tertentu kepada para karyawan. 

5. Sumber daya yang bisa dimanfaatkan dengan lebih efisen ( seperti tenaga kerja, peralatan 

serta dana ). 

6. Sebagai alat pendidikan untuk manajer. 

Sehingga bisa dinilai apakah perusahaan sudah sukses didalam melaksanakan 

pekerjaan ataupun belum sukses dari suatu bandingan serta analisis bisa diketahui penyebab 

penyimpangan antara anggaran serta realisasinya, sehingga bisa diketahui juga kelemahannya 

serta kelebihan dari suatu perusahaan.Hal tersebut bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan 

yang sangat penting guna melakukan penyusunan rencana penggunaan anggaran yang 

selanjutnya dengan lebih akurat. 

2.1.4. Kelemahan dan Kelebihan Anggaran 

Terdapat beberapa kelehana dari suatu anggaran, yaitu : 

a) Keadaan yang seudang terjadi terkadang tidak 100% sesuai dengan yang sudah diramalkan 

terlebih dahulu, sehingga anggaran harus mempunyai sifat yang luwes. 
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b) Anggaran hanya berupa sebuah alat yang digunakan dalam membantu manajer didalam 

melakukan semua tugasnya, bukan untuk menggantinya. 

c) anggaran adalah suatu rencana dan rencana itu baru berhasil jika dilakukan dengan 

sungguh-sungguh. 

d) Anggaran disusun berdasarkan estimasi sehingga terlaksananya suatu kegiatan dengan baik 

tergantung pada sebuah ketepatan estimasi tersebut. 

Tendi Haruman & Sri rahayu (2007:8), berpendapat bahwa terdapat 5 kelebihan dari 

suatu anggaran yang akan didapatkan suatu perusahaan jika dilaksanakan dengan baik, 

yaitu : 

a) Suatu hasil proyeksi yang sudah ada setelah rencana tersebut dilaksanakan bisa 

menghasilkan peluang bagi pihak manajemen dalam memilih rencana apa yang bisa 

menghasilkan keuntungan yang maksimal jika dilakukan. 

b) Didalam melakukan penyusunan suatu anggaran, harus terlebih dulu untuk dilakukan 

analisis dengan lebih teliti terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. analisis ini 

memiliki manfaat untuk pihak manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak meneruskan 

keputusan tersebut. 

c) Anggaran adalah penelitian untuk kerja, sehingga bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam 

melakukan penilaian baik buruknya sautu hasil yang didapatkan. 

d) Anggaran membutuhkan suatu dukungan organisasi yang baik sehingga manajer  bisa tahu 

mengenai kekuasaannya, kewenagannya serta kewajibannya. Anggaran juga memiliki 

fungsi sebgai alat didalam mengendalikan pola kerja karyawan didalam melaksankan 

sebuah kegiatan. 
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e) Mengingat masing-masing menejer ataupun penyelia diikut sertakan didalam melakukan 

penyusunan anggaran, maka besar kemungkinan terciptanya perasaan ikut berperan serta. 

2.1.5. Jenis-Jenis Anggaran 

Didalam sebuah perusahaan yang sudah berjalan dengan baik serta mapan, pada 

umumnya diterapkan sebuah anggaran didalam bentuk paket, yang berarti anggaran tersebut 

disusun dengan lengkap yang memiliki sangkut paut dengan rencana untukseluruhnya, sehingga 

bisa meliputi anggaran untuk beberapa bagian perusahaan. 

M. Nafarin (2007:31), berpendapat bahwa terdapat beberapa jenis anggaran yang 

bisa dilihat dari beberapa sudut pandang sebagai berikut : 

1) Berdasarkan dasar penyusunan anggarannya, terdiri dari : 

 Anggaran variabel merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan interval, 

kapasitas tertentu serta pada intinya merupakan sebuah seri anggaran yang biasa 

disesuaikan dengan tingkat-tingkat kegiatan yang berbeda-beda. 

 Anggaran tetap merupakan sebuah anggaran yang dibuat berdasarkan sebuah tingkatan 

kapasistas tertentu. 

2) Berdasarkan cara penyusunannya  terdiri dari : 

 Anggaran kontinyu yaitu suatu anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan 

anggaran yang sudah pernah dibuat seperti setiap bulan dilaksanakan perbaikan sehingga 

anggaran yang dibuat setahun mengalami perubahan. 

 Anggaran periodik yaitu suatu anggaran yang disusun untuk sebuah periode tertentu, 

yang pada dasarnya periode satu tahun disusun disetiap akhir periode anggaran. 

3) Berdasarkan jangka waktunya, terdiri dari : 
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 Anggaran strategis (jangka panjang), yaitu anggaran yang dibuat dengan waktu yang 

lebih dari 1 tahun. Anggaran jangka panjang ini dibuat untuk keperluan dalam proses 

penginvestasian yang disebut anggaran modal. Anggaran ini diperlukan sebagai dasar 

penyusunan anggaran jangka pendek juga. 

 Anggaran taktis merupakan suatu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu maksimal 1 

tahun saja. Anggaran jangka pendek hanya digunakan untuk keperluan modal kerja saja. 

4) Berdasarkan bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran 

keuangan. Kedua anggaran ini jika digabung maka bisa disebut dengan anggaran induk. 

Anggaran induk merupakan sebuah jaringan kerja yang berisikan beberapa jenis anggaran 

yang dipisah, namun saling meemiliki hubungan serta saling berkaitan antara satu dengan 

yang lain. Anggaran induk yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan diperusahaan 

untuk jangka waktu pendek, pada umumnya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan 

kemudian dipecah lagi menjadi anggarn triwulan yang kemudian anggaran triwulan 

tersebut dipecah lagi menjadi anggaran bulanan. 

2.2. Konsep Kinerja 

Fahmi (2013:127), berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil yang didapatkan oleh 

sebuah organisasi baik organisasi yang bersifat profit maupun non profit oriented yang 

didapatkan dalam jangka waktu 1 periode tertentu saja. Kinerja merupakan gambaran tentang 

tingkatan pencapaian pelaksanaan  sebuah program guna mewujudkan target, tujuan, fungsi, visi 

dan misi disebuah organisasi yang sudah dituangkan didalam perumusan skema yang strategis 

disebuah organisasi, (Fahmi 2013 :128). 

Pasolong (2010 : 175), berpendapat bahwa konsep kinerja pada dasarnya  

2.3. Konsep Anggaran Berbasis Kinerja 
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Anggaran Berbasis Kinerja pada pemerintah daerah pertama sekali digulirkan dengan 

terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang berisi panduan untuk 

membuat anggaran kinerja, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan pelaksanaan 

anggaran. Regulasi ini kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005. 

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode anggararan yang dilakukan dengan 

memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program 

termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut, Nurlan (2008). 

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada ëoutputí 

organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis 

organisasi.Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada 

unit organisasi semata dan memakai ëoutput measurementí sebagai indikator kinerja organisasi 

(Bastian, 2006). 

Anggaran Berbasis Kinerja Atau, Pengeluaran (ABK) adalah metode penganggaran 

yang memungkinkan Anda untuk mengkorelasikan biaya setiap aktivitas yang dilaporkan dengan 

laba yang dihasilkan. Manfaat tersebut dinyatakan dalam seperangkat tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan dalam sasaran kinerja setiap unit kerja (Anggraini, 2010). 

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang 

berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis 

organisasi, Bastian (2006). Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan 
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dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari 

keluaran tersebut, Kurniawan (2009). 

Secara teoritis, prinsip penganggaran berbasis kinerja adalah penganggaran, yang 

menghubungkan anggaran pemerintah (pengeluaran pemerintah) dengan hasil yang diinginkan 

(manfaat dan keluaran) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat membayar manfaatnya. 

Penganggaran berbasis efisiensi bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan 

akuntabilitas penggunaan anggaran negara dengan hasil yang jelas dan hasil yang sejalan dengan 

prioritas nasional, sehingga semua anggaran yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan 

secara transparan kepada masyarakat luas. 

             Penerapan anggaran berbasis kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dan meningkatkan dampak peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penganggaran berbasis 

kinerja adalah sistem penganggaran yang memprioritaskan upaya untuk mendapatkan produk 

atau pekerjaan dari biaya yang direncanakan atau pendapatan yang ditetapkan. (Penjelasan GD 

no. 105 Tahun 2000, pasal 8). Anggaran yang dibuat menurut pendekatan kinerja dapat diartikan 

sebagai berikut: 

1. Sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil                              (pekerjaan) 

dari rencana alokasi pengeluaran (input) tertentu. 

2. Hasil menunjukkan barang (barang atau jasa) yang dihasilkan dari            program atau 

kegiatan sesuai dengan input yang digunakan. 

3. Input adalah jumlah sumber daya keuangan, sumber daya manusia bahan, waktu teknologi 

yang digunakan untuk melaksanakan proyek atau kegiatan sesuai dengan input yang 

digunakan. 

4. Efisiensi ditunjukkan dengan perbandingan masukan (output) terhadap keluaran (output). 
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Penganggaran berbasis kinerja didasarkan pada hasil yang diperoleh dari setiap dana 

yang dihimpun sesuai harapan masyarakat. Berbeda dengan sistem anggaran lama yang hanya 

menekankan pada kemampuan pemerintah menyerap anggaran, tetapi mengabaikan hasil yang 

diinginkan (Sony Yuwono, 2007). 

Tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja meliputi empat langkah, (Deddi 

Nordiawan, 2006)  

3. Penetapan Aktivitas. 

Tahapan selanjutnya adalah menetapkan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan 

tujuan operasional yang telah ditetapkan. 

4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan. 

Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan 

pengambilan keputusan. 

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa penganggaran kinerja adalah suatu 

sistem penganggaran yang didasarkan pada hasil yang dicapai dari masing-masing dana tersebut 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, cara mencapai tujuan didefinisikan 

dalam program dan kemudian didanai pada setiap tingkat untuk mencapai tujuan. 

Menurut Mardiasmo (2009) bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja adalah 

keseluruhan kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, 

pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi  harus benar-benar dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Perencanaan Anggaran 
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Perencanaan Ini adalah aspek penting dari kehidupan sehari-hari dan masalah 

organisasi. Merencanakan berarti memikirkan dengan matang. Kami berharap rencana ke depan 

kami, sumber daya kami akan digunakan untuk memandu langkah kami, bahwa sumber daya 

kami akan dikelola dengan baik, tidak akan ada pemborosan. waktu uang. Tidak ada sumber 

daya, tidak ada biaya besar.Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup 

penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari 

beberapa tahapan proses. 

 Rencana anggaran daerah. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 32 dan 33 UU 

2004: 

1) Pemerintah Negara Bagian menyampaikan ciri-ciri utama APBD untuk tahun anggaran 

berikutnya sebagai dasar penyusunan APBD pada pertengahan Juni tahun ini. Kebijakan APBD 

didorong oleh RKPD. Proses penyusunan RKPD antara lain dengan melakukan musyawarah 

perencanaan (musrenbang) yang mengikutsertakan dan/atau mendukung aspirasi masyarakat 

terdampak, termasuk Ikatan Ahli, selain diupayakan oleh unsur pemerintah. Ini akan dieksekusi. 

, Perguruan Tinggi, LSM, tokoh adat, tokoh agama, pengusaha. 

2)  Republik Demokratik Rakyat Korea kemudian akan membahas keseluruhan kebijakan 

anggaran yang digariskan oleh pemerintah daerah selama negosiasi RAPBD pertama untuk 

tahun anggaran berikutnya. 

3) Selain jawaban DPRD, APBD TNI yang direkomendasikan DPRD menjadi prioritas. Batas 

atas ditetapkan untuk anggota SKPD lainnya.  

4)  Sebagai pengguna anggaran, penanggung jawab SKPD akan menyusun RKA-SKPD tahun 

mendatang dengan mengacu pada prioritas dan batasan anggaran sementara yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah bersama DPRD. 
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5) RKA-SKPD selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan awal 

RAPBD. 

6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada otoritas pengelola keuangan daerah 

sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang APBD tahun depan.  

7) Pada minggu pertama Oktober tahun lalu, pemerintah daerah menyerahkan ke DRC RUU 

anggaran dengan informasi dan dokumen tambahan. 

8) Keputusan DPRD untuk Proyek Tirai dalam APBD diambil paling lambat satu bulan sebelum 

pelaksanaan tahun anggaran yang berlaku di daerah. 

 

2.  Pelaksanaan anggaran 

Anggaran mengelola seluruh pendapatan daerah dan belanja daerah sebagai bagian dari 

pelaksanaan. Pelaksanaan APBD meliputi penerimaan, pencairan, dan pelaksanaan perkiraan 

pendanaan. 

Pembahasan badan pembuat kebijakan tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur 

birokrasi adalah ciri-ciri hubungan, norma dan pola yang sering muncul dalam eksekutif, dan 

yang mungkin memiliki hubungan nyata dengan orang yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan. Politik yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang. Unsur-unsur yang 

dapat mempengaruhi organisasi dalam pelaksanaan kebijakannya antara lain adalah lembaga 

yang melakukan pengawasan secara hierarkis atas proses pengambilan keputusan – operasional 

sub-bagian. 

Pelaksanaan anggaran membutuhkan lebih banyak orang daripada mempersiapkan dan 

mempertimbangkan umpan balik dari lapangan. Oleh karena itu, implementasi anggaran terlihat 

seperti ini: 
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a. Memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kekuatan keuangan   dan kebijakan yang 

telah diberikan kepadanya. 

b. Penyesuaian pelaksanaan anggaran dengan perubahan besar dalam ekonomi makro. 

c. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi selama implementasi. 

d. Menangani pembelian dan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. 

Sistem pelaksanaan anggaran harus memastikan bahwa kekuatan anggaran 

diperhitungkan dan dapat melakukan pemantauan dan pelaporan, yang dapat segera 

mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan anggaran dan memberikan fleksibilitas kepada 

pengelola. 

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran 

Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas 

kinerja harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.Laporan akuntabilitas kinerja 

menguraikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka 

pencapaian visi dan misi serta berguna sebagai bahan evaluasi atau umpan balik bagi pihak pihak 

yang berkepentingan. 

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 

penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan 

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer yang dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 

Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang 

mencakup ; 

a. Laporan realisasi anggaran SKPD 

b. Neraca SKPD 



34 
 

 
 

c. Catatan atas laporan keuangan SKPD 

Pada setiap akhir tahun anggaran dan periode pemerintahan Kepala Daerah wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD sebagai wakil dari 

masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan sumber daya daerah. Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah 

menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 

ditinjau dari laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada ayat 2 disebutkan bahwa laporan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi Laporan Keuangan APBD, Neraca, Laporan Aliran 

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah. 

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala 

daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang 

mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.Pelaporan ini mencakup besarnya realisasi 

anggaran dan pencapaian hasil kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. 

 

4. Evaluasi Kinerja  

Penilaian kinerja dimunculkan oleh kemampuan untuk menerapkan manajemen kinerja 

dan kadang-kadang disebut manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah cara bagi organisasi 

sektor publik untuk mengukur kemajuan program atau kegiatan yang mereka laksanakan untuk 

mencapai hasil yang diharapkan pelanggan (dalam hal ini disebut komunitas). Manajemen 

kinerja juga didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk peningkatan kinerja melalui 

proses berkelanjutan menetapkan tujuan kinerja strategis, mengukur kinerja, mengumpulkan data 

kinerja, menganalisis, melaporkan dan menggunakan data itu, dan mempromosikan peningkatan 
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kinerja. pertunjukan.Untuk menjaga agar pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan 

berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Maka dalam manajemen kinerja diperlukan proses 

pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Monitoring atau pemantauan berarti pengumpulan, 

analisis, pelaporan dan penggunaan informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

untuk hasil pembangunan. Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan mulai dari awal 

hingga akhir kegiatan, pihak yang melakukan monitoring umumnya adalah pihak internal yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan program pembangunan.Tujuan dari dilaksanakannya 

monitoring adalah untuk mencegah penyimpangan dan objek pengukurannya antara rencana 

dengan implementasi. 

Pemantauan merupakan bagian dari proses implementasi, tetapi tidak ada hubungannya 

dengan hasil pengembangan. Pengawasan dilakukan dari awal sampai akhir kegiatan, tetapi 

pengawas biasanya merupakan badan internal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

program pengembanrencana dengan realisasi). Berdasarkan bentuknya evaluasi dibedakan atas 

tiga macam, yaitu : 

  a. Tinjauan Administratif 

      Tinjauan administratif adalah evaluasi yang terutama berfokus pada masalah keuangan 

dan proses kebijakan publik. 

  b. Tinjauan Penghakiman 

    Judicial review adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat perbedaan fungsi hukum 

dalam kebijakan publik. Peninjauan kembali ini berkaitan dengan keabsahan kebijakan yang 

diikuti.Evaluasi politik. 

 

c. Tinjauan politik   
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      adalah evaluasi bahwa pemikiran politik terbuka untuk semua. Evaluasi masa depan publik 

adalah masalah kebijakan publik. Evaluasi politik mengevaluasi Jan Paring Quat juga rating, 

Karina Miske Idaritiiv y, yudisial proklamasi namun ini tidak dipenuhi rating, pelaksanaan 

pembangunan seringdianggapgagal program.. 

            Di pemerintah daerah, penilaian telah berubah. Angka dasar pada pemerintah daerah. 

Peringkat 22/1999 menunjukkan bahwa DPRD sudah di tangan. Evaluasi internal seperti 

inspektur daerah dan evaluasi eksternal adalah: BPK, BPKP) Swasta dan LSM berpartisipasi 

dalam evaluasi pemerintah daerah: berdasarkan pemberitahuan Presiden LAKIP No. 7/1999. 

Penguatan ketentuan negara oleh Kementerian Dalam Negeri disampaikan kepada LPPD 

(Laporan Kewajiban Pemerintah Daerah). 

2.4  Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah  

Schiavo-Campo and Tomasi dalam Kurniawan (2009) mengemukakan bahwa pada 

dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja 

finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan, olehnya itu akuntabilitas dipandang penting 

dalam sebuah perusahaan, organisasi nonprofit, baik pemerintahan maupun nonpemerintahan, 

Akuntabilitas juga berarti menunjukkan tanggung jawab individu atau organisasi dalam 

mengelola sumber daya yang disediakan dan memantau dalam mencapai tujuan, dalam konteks 

laporan kinerja reguler. 

Dalam hal ini, sumber daya adalah struktur pendukung yang tersedia bagi individu atau 

unit organisasi untuk memfasilitasi kinerja tugas yang diberikan. Jenis sumber daya ini 

umumnya dilihat dari segi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, infrastruktur, dan 

metode kerja. Gagasan tentang sumber daya dapat dilihat dalam konteks negara aparatur 

pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, kekuatan hukum dan politik. 
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Berdasarkan definisi kewajiban, maka akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah adalah 

kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja 

dan tindakan seseorang / badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada 

pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di 

Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup 

akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan 

juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan. (LAN RI dan BPKP, 2003). 

Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan 

kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat 

dipercaya.Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka 

pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan 

aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. 

Karenanya, birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel jika dapat mewujudkan apa yang menjadi 

harapan publik (Husen, 2004). 

Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seringkali bermasalah, sehingga 

koordinasi antar pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam mengembangkan penilaian 

manajemen kinerja diperlukan untuk mencapai tujuan akuntabilitas pembangunan secara 

memadai. .. 

Pencapaian akuntabilitas jelas didukung oleh mekanisme organisasi yang jelas dan 

kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat, yang memungkinkan kementerian, departemen, 

lembaga, dan pemerintah daerah mengembangkan sistem kinerja yang akuntabel. Hal lain yang 
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perlu diperhatikan dalam praktik adalah akuntabilitas kinerja yang kredibel, berpengetahuan dan 

informatif sehingga proses manajemen kinerja dapat direncanakan dengan baik, dilaksanakan 

dengan baik dan dilaporkan dengan berkualitas. 

Pemerintah daerah melaporkan pertanggungjawabannya dalam Laporan 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LAKIP) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah 

Daerah (LPPD). LAKIP dipimpin oleh Rensta dan LAKIP meliputi kegiatan pemerintah daerah 

untuk melaksanakan rencana bisnis selama satu atau lima tahun. Kebijakan LAKIP diatur dengan 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penghapusan KKN. Hasil keuangan pemerintah laporan kegiatan. 

Isu yang dilaporkan oleh LAKIP pemerintah daerah akan diterbitkan dalam waktu satu 

sampai lima tahun sebagai bagian dari program prioritas dan prioritas pembangunan daerah. 

Jelas, LAKIP ini jelas menunjukkan kinerja keuangan dan kinerja kegiatan pemerintah daerah. 

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator: input, proses, output, 

hasil, manfaat dan efek. 

Menurut Bastian (2006), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator 

kinerja untuk setiap kegiatan meliputi: 

1) Indikator masukan (input) 

        Input adalah semua yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Indikator 

tersebut meliputi informasi tentang dana, sumber daya manusia, sumber daya, informasi, dll.  

2) Indikator keluaran (keluaran) 

Keluaran (output) adalah produk atau keluaran langsung dari kegiatan/kegiatan yang dilakukan. 

Jika tujuan kinerja dikaitkan dengan tujuan kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur, 
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indikator keluaran adalah dasar untuk mengevaluasi kinerja kegiatan. Oleh karena itu, indikator 

keluaran harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi terkait. Indikator keluaran 

digunakan untuk memantau jumlah produk yang dapat diproduksi atau dikirimkan. 

3) hasil  

Hasil mencerminkan kinerja aktual dan menggambarkan bagaimana hasil tersebut dapat 

digunakan. Indikator hasil adalah ukuran efektivitas suatu program dalam mencapai tujuannya. 

Pencapaian tujuan dapat ditentukan dalam satu tahun anggaran, beberapa tahun anggaran, atau 

satu periode pemerintahan. Indikator hasil digunakan untuk mengetahui seberapa baik tujuan 

masing-masing fungsi pemerintahan, yang dicapai melalui hasil kegiatan (produk atau jasa), 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang dituju. 

4) kehormatan 

Hal ini terkait dengan tujuan akhir dari keuntungan. 

5) Pengaruh 

Pengaruhnya positif dan negatif pada setiap level indikator, berdasarkan asumsi yang dibuat. 

Di sisi lain, kinerja keuangan diukur dengan indikator tingkat efisiensi. Kecuali LAKIP, 

terdapat salah satu Laporan Pertanggungjawaban Daerah LPPD. LPPD menerima tanggung 

jawab atas kegiatan yang menggunakan dana dari APBD atau APBN. LPPD dibentuk sesuai 

dengan UU Pemerintah Daerah No. 32/2004, atas dasar pembagian tugas antara pemerintah pusat 

dan daerah. Keputusan pemerintah yang termasuk dalam RPJM adalah aspek-aspek yang 

dilaporkan kepada pemerintah daerah dalam LPPD. 

LPPD untuk daerah atau kabupaten baru memuat laporan tentang persiapan 

pemerintahan, termasuk mekanisme pemilihan, persiapan pembentukan organisasi daerah, dan 

persyaratan lain yang diperlukan oleh kabupaten baru ke arah pemerintah. Sedangkan untuk 
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daerah yang sudah mapan atau sudah memiliki status pemerintahan menyelenggarakan 

sepenuhnya, LPPD memasukkan aspek-aspek seperti yang tercantum dalam LAKIP. 

Selain pemerintah, Republik Rakyat Demokratik Korea, dan khususnya Republik 

Rakyat Demokratik Korea, memiliki laporan kinerja LKPJ, yang mencantumkan tanggung jawab 

terkait pelaksanaan anggaran. 

2.5. Kerangka Pemikiran 

Tanggung jawab keuangan nasional adalah tanggung jawab pemerintah untuk mematuhi 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efisien dan transparan, mempertimbangkan 

keadilan dan legalitas, serta mengelola keuangan negara secara tertib. Tugas inilah yang menjadi 

dasar untuk menggerakkan roda pemerintahan. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas tugas 

yang telah diselesaikan muncul dalam bentuk laporan pelaporan anggaran. Untuk memenuhi 

tanggung jawab keuangan tersebut, UU No.. 2003 17, UU No. tentang Keuangan Negara. 2004 

1, Undang-undang nomor Perbendaharaan. 2004 15, UU No. Tentang Pengelolaan dan 

Pemeriksaan Keuangan Negara. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional,Peraturan. 

 Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Peraturan Standar Akuntansi Publik (PSAP) dan 

peraturan lainnya. Semua undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah pusat 

dan daerah, selain menyusun laporan pelaksanaan anggaran, juga harus menyusun anggaran, 

laporan keuangan, dan nota anggaran sesuai kesepakatan dengan provinsi.Dan mulai beberapa 

tahun terakhir, pemerintah pusat telah menyusun laporan keuangan dalam bentuk seperti yang 

diamanatkan oleh Undang Undang. 
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Pada penelitian ini penulis melihat dari dua obyek yaitu, pertanggungjawaban anggaran 

dan akuntabilitas kinerja, adapun gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

2.6.  Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi 

hipotesis pada penulisan karya ilmiah ini adalah :” Pertanggungjawaban anggaran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pohuwato 

BADAN KEUANGAN DAERAH  

KABUPATEN POHUWATO 

AKUNTABILITAS 

KINERJA  

 (Y) 

PENGARUH PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN  

TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA  

 

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN 

(X) 
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BAB III 

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Obyek Penelitian 

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah Pertanggungjawaban anggaran 

sebagai variabel bebas (X) dan  Akuntabilitas kinerja sebagai variabel terikat (Y). 

 

3.2.Metodologi Penelitian 
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3.2.1.Desain penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian survei, 

Kerlinger dalam Riduwan (2013:49), penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil,tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, dstribusi, hubungan antar 

variabel sosiologis maupun psikologis. Penelitian survei biasanya dilakukan untuk mengambil 

suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, tetapi generalisasi yang dilakukan bisa 

lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif.  

3.2.2. Definisi dan Operasionalisasi Veriabel  

A.  Definisi Variabel  

Definisi Operasional Definisikan penelitian atau definisikan kata kunci dan jelaskan 

bagaimana suatu operasi atau aktivitas harus dilakukan untuk mendapatkan data dan indikator 

yang diinginkan.  

Untuk memudahkan dan menghindari multitafsir atas makna penelitian ini, peneliti 

menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut: 

Anggaran berbasis kinerja adalah penganggaran yang berorientasi pada output organisasi 

dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Dalam penerapan 

anggaran berbasis kinerja ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan sebagai tahapan yang 

harus dilakukan salah satunya yaitu pelaporan/pertanggungjawaban anggaran sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban Anggaran (X) 

Pertanggungjawaban Anggaranyang dimaksud disisni yaitu besarnya pengalokasian anggaran 

unit kerja serta besarnya suatu anggaan yang sudah digunakan serta hasil yang sudah dicapai 

dari penggunaan anggaran dan aktivitas ataupun program yang sudah dilakukan. 
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2. Akuntabilitas kinerja (Y)  

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan dalam pencapaian sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara 

periodik.Pengukuran akuntabilitas kinerja menggunakan indikator, Input, Proses, Output, 

Outcome, Benefit dan Impact. 

B.  Operasionalisasi Veriabel 

Operasionalisasi variabel ini dibutuhkan didalam melakukan sebuah penjabaran dari 

variabel-variabel penelitian kedalam indicator tertentu yang mempermudah didalam 

melakukan suatu pengukuran yang kemudian bisa dipakai sebagai suatu acuan didalam 

mengumpulkan data guna menjawab problem-problem yang dikaji didalam penelitian ini serta 

agar bisa menghindar dari sebuah kekeliruan didalam melakukan penafsiran masalah, dengan 

begitu maka didalam penelitian ini penulis membatasi variabel-variabel yang akan diukur, 

sehingga variabel tersebut yang akan diteliti diberikan suatu batsan-batsan operasional. 

Penelitian ini memakai dua variabel penelitian berupa Pertanggungjawaban Anggaran 

(X) Dan Akuntabilitas Kinerja (Y). 

Tabel 3.1.Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala 
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Pertanggungjawaban 

Anggaran (X) 

 

Mardiasmo (2009) 

 

1. Besarnya alokasi 

anggaran unit kerja, 

2. Besarnya anggaran 

yang telah dikeluarkan  

3. Pencapaian hasil kerja 

atau kegiatan atau 

program yang telah 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

Skala Interval 

 

 

 

 

 

 

 

Akuntabilitas 

Kinerja 

(Y) 

 

 

Bastian (2006) 

 

1) Indikator Masukan 

(Input)  

2) Indikator Keluaran 

(Output)  

3) Hasil (Outcome)  

4) Manfaat (Benefit)  

5) Dampak (Impact)  

 

Skala Interval 

 

 

Berdasarkan uraian definisi operasional variabel tersebut di atas, maka selanjutnya 

dilakukan perubahan data dari data kualitatif menjadi kuantitatif agar dapat dengan mudah 

diukur, dianalisa dan ditentukan dengan memberikan nilai untuk indikator-indikator dari variabel 

dengan kategori yang didasarkan dengan Skala Likert. Menurut Riduwan (2013 : 86), bahwa 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau 

sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dengan menggunakan skala likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi  sub variabel 

kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang terukur ini dapat 

dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa  pertanyyan atau pernyataan 

yang perlu dijawab respoden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau 

dukungan sikap  yang diungkapkan dengan kata-kata  sebagai berikut : 
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        Tabel 3.1.  Bobot Alternatif  Skala Likert 

Pilihan Bobot 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Netral/Ragu-ragu 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

3.2.3.  Teknik pengumpulan data   

                        Gunakan metode berikut untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk 

penelitian ini:a.. 

a.  Penelitian Perpustakaan (Library Research) 

                      Tujuan studi sastra adalah untuk mengumpulkan karya-karya   sastra seperti buku, 

jurnal, dan buletin yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. 

      b.. penelitian lapangan (survei lapangan) 

Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dasar. Informasi utama diperoleh dari 

situs pencarian dengan cara berikut: 

1. Mengumpulkan informasi melalui wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui 

masalah yang diteliti. 

2. Dokumentasi Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajian masalah 

secara kronologis. 

Kuesioner: Penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan atau data yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar untuk 

dianalisis.  

 

3.2.4.  Jenis dan Sumber Data 

  a. Jenis data   
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1. Data kualitatif, yaitu data-data yang berupa pernyataan-pernyataan atau uraian-

uraian dari sumber data yang ada. 

2.  Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka atau nilai-nilai, tabel, dan grafik 

yang sifatnya dapat dihitung atau dijumlahkan. 

b. Sumber data 

1. Data primer, yaitu data yang bersumber dari lokasi  penelitian berupa data utama 

yang akan dianalisis, dalam hal ini data yang diperoleh melalui pembagian angket 

atau kuisioner kepada responden. 

2. Data sekunder, yaitu data kedua dan berfungsi sebagai data pendukung dalam 

memecahkan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian. 

3.2.5.  Populasi  

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2015:61) adalah Wilayah generalisasi yang 

terdidi atas: objek/subyek yag mempunyai kuanitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Pada penelitian yang dilakukan penulis, pengumpulan data primer adalah sistim 

populasi.Sistim populasi dipilih karena yang dijadikan responden pada Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pohuwato adalah Pegawai Negeri Sipil yang betul-betul mengetahui seluk-beluk 

proses anggaran yaitu sebanyak 13 orang yang terdiri dari Kepala BKD 1 orang, Sekretaris BKD 

1 orang, Kabid 3 orang, dan Kasubag 8 orang.  

 

3.3. Metode Analisis 

Untuk memecahkan masalah pokok dan membuktikan hipotesis, maka digunakan 

metode analisis regresi sederhana,menurut sugiono (2015:261), Regresi sederhana didasarkan 

pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel 
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dependen. variabel independen dalam hal ini pertanggungjawaban anggaran (X) dan variabel 

dependen yaitu akuntabilitas kinerja (Y). Adapun persamaan regresinya sebagai berikut: 

Y = α + βX  

Dimana : 

 

 

3.4.  

Peng

ujian Hipotesis 

 Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan pengujian hipotesis untuk melihat 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yakni : 

3.4.1. Pengujian Hipotesis secara Parsial 

Uji koefisien regresi parsial dirancang untuk melihat apakah variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen jika variabel independen lainnya tetap konstan. 

Pengujian hipotesis parsial dilakukan dengan uji-T. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai probabilitas (tingkat signifikansi) yang ditetapkan dalam penelitian ini 

dengan nilai probabilitas hasil survei. Jika Anda menetapkan tingkat signifikansi (nilai 

probabilitas) menjadi 0,05, kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. 

1. Jika nilai p hasil pencarian < nilai p peneliti (0,05), maka H0 ditolak dan diterima. 

hipotesis alternatif. 

2 Jika probability value hasil penelitian >probability value peneliti (0,05) , maka H0 

diterima dan hipotesis alternatif ditolak. 

 

 

 

Y 

α 

β 

X 

= 

= 

= 

= 

 

Akuntabilitas kinerja  

Nilai konstan atau nilai tetap 

Parameter (koefisien variabel) 

Pertanggungjawaban Anggaran  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Sejak terbentuknya Kabupaten Pohuwato sebagai daerah pemekeran pada bulan 

Oktober 2003, pengelolaan keuangan Kabupaten Pohuwato masih dalam bentuk Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah mini yang merupakan pelimpahan sebagian dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo sebagai kabupaten induk. Organisasi keuangan 

daerah ini adalah Badan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato dan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Seiring dengan perkembangan waktu dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pohuwato No. 01 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Tahun 2008 tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja Kabupaten Pohuwato, perbedaan dengan periode 

sebelumnya adalah sejak tahun 2013, Badan Pendapatan tidak lagi menjadi bagian dalam 

organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah. Bidang pendapatan berubah 

status berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. 

Kepemimpinan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah sudah tiga mengalami 

pergantian, dimana pada periode 2012 sampai sekarang di pimpin oleh Drs. Ahmad Djuuna, dan 

dalam perjalanan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah, prestasi yang yang diraih adalah 

penghargaan berprestasi berdasarkan kinerja keuangan dan Kementrian Keuangan Republik 

Indonesia, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 

2012, Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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(LKPD) dari BPK RI tahun 2013 dan tahun 2014, Rangkin 2 SKPD berkinerja tinggi, terbaik III 

penataan Kantor dan Halaman dan beberapa prestasin di bidang olahraga dan seni budaya. 

Adapun struktur organisasi BKD Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut. 

STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KEPALA BADAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

KASUBAG UMUM & 

KEPEGAWAIAN 

SEKRETARIS 

KABID ANGGARAN KABID PERBEND& AKUNTANSI KABID PENG. ASET 

KASUBID PELAKS. & 

PENNGENDALIAN 

ANGGARAN 

KASUBID PERENC. & 

PENYE. APBD 

 

KASUBID PELAKS. & 

PENNGENDALIAN KAS 

DAERAH 

 
KASUBID PENG. SISTEM 

AKUNTASI 

 

KASUBID INV. & 

PEMELIHARAAN 

SUBID PROD, PENILAIAN 

&PEMANFAATAN ASET 

UPTB 

KASUBAG PERENC& 

KEUANGAN 
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4.2.Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Variabel dalam penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban Anggaran (X) sedangkan 

variabel (Y) yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah, adapun total pertanyaan/pernyataan 

sebanyak15 item dan setiap item pertanyaan/ pertanyaan direspon oleh 13 orang yang dijadikan 

sebagai responden dalam penelitian ini dan selanjutnya masing-masing indikator dari setiap 

variabel akan dilakukan pendeskripsian.  

Langkah awal untuk mendiskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori 

atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/ pernyataan, selanjutnya dapat 

dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/ pernyataan dengan terlebih 

dahulu menghitung rentang skalanya: 

Bobot terendah  X  item  X  jumlah responden =     1  x  1  x  39  =   39 

Bobot tertinggi  X  item  X  jumlah responden  =     5  x  1  x  39  =   195 

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi adalah: 

   195  -  39 

Rentang Skala  =         =   31,2 

                                          5 

Tabel 4.1 

Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item 

Range Kategori 

163.9 -  195 Sangat besar 

132.7  -  163.8 Besar 

101.5  -  132.6 Sedang 

70.3  -  101.4 Kecil 

39  -  70.2 Sangat kecil 

Sumber :  Data Olahan 2022 

Adapun deskripsi jawaban responden untuk setiap pertanyaan/pernyataan pada masing – 

masing indikator untuk setiap variabel adalah : 

 

4.2.1Tanggapan Responden pada Variabel Pertanggungjawaban Anggaran (X) 
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Tabel 4.2   

Indikator Jawaban Responden (x11) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 14 35.9 35.9 35.9 

5 25 64.1 64.1 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

 

 Berdasarkan jawaban responden untuk indikator x11 ada sebanyak 14 responden yang 

memiliki jawaban setuju dengan jumlah persentase 35,9 %, sedangkan 25 orang responden yang 

beri jawaban sangat setuju dengan persentase 64,1 %. 

Tabel 4.3 

Indikator Jawaban Responden (x12) 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 9 23.1 23.1 23.1 

4 23 59.0 59.0 82.1 

5 7 17.9 17.9 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

 Berdasarkan jawaban responden untuk indikator x12 ada sebanyak 9 responden yang 

memiliki jawaban netral dengan jumlah persentase 23,1 %, dan sebanyak 23 orang yang 

memiliki jawaban setuju dengan jumlah persentase 59,0 % serta sebanyak 7 responden yang 

memiliki jawaban sangat setuju dengan jumlah persentese 17,9 %. 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan jawaban responden untuk indikator x13 ada sebanyak 28 responden yang 

memiliki jawaban setuju dengan jumlah persentase 71,8 %, dan sebanyak 11 responden yang 

memiliki jawaban sangat setuju dengan jumlah persentase 28,2 %. 
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Tabel 4.5 

Indikator Jawaban Responden (x14) 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 16 41.0 41.0 41.0 

4 12 30.8 30.8 71.8 

5 11 28.2 28.2 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

 

 

Tabel 4.4 

Indikator Jawaban Responden (x13) 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 28 71.8 71.8 71.8 

5 11 28.2 28.2 100.0 

Total 39 100.0 100.0  
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Berdasarkan  jawaban responden untuk indikator x14 ada sebanyak 16 

responden yang memiliki jawaban netral dengan jumlah persentase 41,0 %, dan 

ada sebanyak 12 responden yang memiliki jawaban setuju dengan jumlah 

persentase 30,8 %. Serta terdapat 11 responden yang memiliki jawaban sangat 

setuju dengan jumlah persentase sebesar 28,2 % 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Indikator Jawaban Responden (x15) 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid 3 9 23.1 23.1 23.1 

4 15 38.5 38.5 61.5 

5 15 38.5 38.5 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

 Berdasarkan jawaban responden x15 terdapat sebanyak 9 responden yang memiliki 

jawaban netral dengan jumlah persentase sebesar 23,1 %, dan terdapat 15 responden yang 

memiliki jawaban setuju dengan persentase sebesar 38,5 %, serta terdapat 15 responden yang 

memiliki jawaban sangat setuju dengan persentase sebesar 38,5 %.  

 

  

Tabel 4.7  

Jumlah skor Jawaban responden terhadap pertanggungjawaban Anggaran 

  Pertanggungj

awaban 

Anggaran x11 x12 x13 x14 x15 

N Valid 39 39 39 39 39 39 

Missing 0 0 0 0 0 0 
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Ber

dasarkan jawaban responden untuk variabel pertanggungjawaban Anggaran (X) dengan skor  

rata-rata 163 berada pada kategori besar. 

 

 

 

 

 

4.2.2 Tanggapan Responden pada Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) 

 

Tabel 4.8 

Indikator Jawaban Responden (y11) 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 8 20.5 20.5 20.5 

4 11 28.2 28.2 48.7 

5 20 51.3 51.3 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan 8 responden memiliki jawaban netral 

dengan persentase 20,5 %, dan 11 responden memiliki jawaban setuju dengan persentase 

sebesar 28,2% serta 20 responden lain memiliki jawaban sangat setuju dengan persentase 

51,3%. 

 

 

Tabel 4.9 

Indikator Jawaban Responden (y12) 

Sum 815 181 154 167 151 162 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 10 25.6 25.6 25.6 

4 24 61.5 61.5 87.2 

Valid 5 5 12.8 12.8 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

 Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan 10 responden memiliki jawaban netral dengan 

persentase 25,6 %, dan 24 responden memiliki jawaban setuju dengan persentase sebesar 61,5 % 

serta 5 responden lain memiliki jawaban sangat setuju dengan persentase 12,8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 

Indikator Jawaban Responden (y13) 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 11 28.2 28.2 28.2 

4 12 30.8 30.8 59.0 

5 16 41.0 41.0 100.0 

Total 39 100.0 100.0  
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Berdasarkan jawaban responden untuk indikator y13, terdapat sebanyak 11 reponden 

yang memiliki jawaban netral dengan persentase 28,2 % dan 12 responden memiliki jawaban 

setuju dengan persentase 30,8 % serta 16 responden lainnya memiliki jawaban sangat setuju 

dengan persentase 41,0 % 

Berdasarkan jawaban responden untuk indikator y14, terdapat sebanyak 16 reponden 

yang memiliki jawaban netral dengan persentase 41,0 % dan 12 responden memiliki jawaban 

setuju dengan persentase 30,8 % serta 11 responden lainnya memiliki jawaban sangat setuju 

dengan persentase 28,2 % 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan jawaban responden untuk indikator y15, terdapat sebanyak 17 reponden 

yang memiliki jawaban netral dengan persentase 43,6 % dan 14 responden memiliki jawaban 

Tabel 4.11 

Indikator Jawaban Responden (y14) 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 16 41.0 41.0 41.0 

4 12 30.8 30.8 71.8 

5 11 28.2 28.2 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

Tabel 4.12 

Indikator Jawaban Responden (y15) 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 17 43.6 43.6 43.6 

4 14 35.9 35.9 79.5 

5 8 20.5 20.5 100.0 

Total 39 100.0 100.0  
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setuju dengan persentase 35,9 % serta 8 responden lainnya memiliki jawaban sangat setuju 

dengan persentase 20,5 %. 

Tabel 4.13 

Jumlah skor Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas Kinerja 

  Akuntabilitas 

Kinerja y11 y12 y13 y14 y15 

N Valid 39 39 39 39 39 39 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Sum 778 168 151 161 151 147 

 

Berdasarkan jawaban responden untuk variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) dengan skor  

rata-rata 155.6 berada pada kategori besar. 

4.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 4.3.1 Analisis Data 

 Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

Pertanggungjawaban Anggaran (X) secara parsial terhadap Akuntabilitas kinerja (Y). 

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

(Selengkapnya ada pada lampiran) 

Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.634 4.439  1.720 .094 

Pertanggungjawaba

n Anggaran 
.589 .212 .416 2.782 .008 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas 

Kinerja 
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 Model persamaan regresi yang dapat di gambarkan dari hasil tersebut dalam bentuk 

persamaan regresi standardized adalah sebagai berikut : 

Y  =  7.634+ 2.782 X 

Dari persamaan regresi diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut : 

 Konstanta (a) yang didapatkan nilai sebesar 7.634 menggambarkan, tingkat  

Akuntabilitas Kinerja  pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato tanpa dipengaruhi 

oleh faktor apapun termaksud Pertanggungjawaban Anggaran yang kemungkinan memiliki 

pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja diasumsikan sama dengan nol. 

 Koefisien regresi untuk variabel Pertanggungjawaban Anggaran (X) artinya kontribusi 

Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan 

DaerahKabupaten Pohuwato adalah positif atau setiap peningkatanPertanggungjawaban 

Anggaran akan mempengaruhiAkuntabilitas Kinerja sebesar2.782.  

Table 4.15 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .416a .173 .151 2.005 

a. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban Anggaran 

 

 

Nilai koefisien determinasi (R2) pada tabel di atas menunjukkan angka 0,173 memiliki 

makna bahwa 17,3% variasi naik turunnya variabel akuntabilitas kinerja (Y) mampu dijelaskan 

oleh variabel pertanggungjawaban Anggaran (X), Sedangkan sisanya sebesar 82.7% dijelaskan 

oleh variabel lain di luar model. 

4.3.2. Uji Signifikansi Parsial ( Uji-t) 
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Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis pertama (H1) yakni untuk melihat signifikansi 

pengaruh variabel Pertanggungjawaban Anggaran (X) terhadap akuntabilitas kinerja (Y). 

Uji-t dilakukan untuk membandingkan nilai ttabel dan nilai thitung pada taraf signifikansi 

0,05. Jika nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel  (thitung > ttabel), maka hipotesis penelitian diterima. 

Sebaliknya jika nilai Hitungan lebih kecil dari nilai tabel (hitung < ttabel), sehingga hipotesis 

pencarian ditolak. Harga t-tabel = 5%, harga t-tabel adalah 2.042. 

Uji signifikansi juga dapat dilihat dari nilai signifikansi koefisien regresi. Jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian dapat diterima. Sebaliknya jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak. 

 

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

H1 : Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi sederhana diperoleh nilai thitung2.782. Nilai ini 

lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2.042 (thitung 2.782 > ttabel 2,042) yang berarti bahwa variabel 

pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas kinerja, hal ini juga 

didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,008 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi yang 

diberikan sebesar 0,05. Jadi bisa dikatakan hipotesis penelitian yang menyatakan 

Pertanggungjawaban Anggaran (X) secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (Y) diterima. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang ada diatas, maka dapat di simpulkan bahwa 

pertanggungjawaban anggaran (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan saran kepada para pemangku kepentingan dan calon peneliti sebagai berikut : 

1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwatoagar lebih mengawasi proses 

pertanggungjawaban Anggaran harus lebih ketat agar supaya tujuan atau target yang hendak 

dicapai dapat berjalan dengan lebih lancar dan terarah. 

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dalam bidang yang sama agar 

menambah variabel lain yang ikut mempengaruhi akuntabilitas kinerja. 
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